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KEPUTUSAN

KEPAIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421 .5t79 tDpMpTSp.4. 3t I 0tZ02Z

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH A'IAS (SMA) ROSO

DI KABUPAI'EN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NL'SA I"ENGGARA TIMUR,

\-

Menirnbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarahaLdi Kabupaten Sumba Barat Daya rnaka perlu menetapkan lzin
OperasionalPenyelenggaraat) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

b' bahwa permohonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat yayasan Tunas Timur
Kabupaten SumLra Barat Daya c,lari aspek administrasi dan teknis, telah memenulri
persyaratan untuk diberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan penrjidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a dan tr
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan pelayanarr
Terpaclu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang izin Operasional
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Roso di
Kabupaten Sumba Barat Ddya;

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dae.rah
Tingkat I Bali, Nusa I'enggara Barat dan Nusa Tenggara Tinlur (Lembaran t'tegaia
Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nepuntit
lndonesia Nomor 16ag); " 

i
2. Undang-Unclang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistefit pen<lidikan Nasionat

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor  301);

3. Undang-Undang Norhor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lnclonesie Tahun 2014 Nomot 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undarlg-Undang Nontor 23 Tahun 2014 tentarrg Pemerihtah Daerah (Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambahan Negara Republik
lndonesia Nomor 567g);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1z rahun 2o1o tentang pengeloraan dan
Penyelenggaraan PenclirJikan (Lenrtlaran Negara Tahun 2010 trlomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah <lengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Nomor 17 Tahurl 2010 tentang Pengelotaan dan Penyelenggaraan pendidikan
(Lembaratt Negara 'l'ahutt 2010 Nornor 112., Tambahan Lernbaran Negara Nomor
5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahurr 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturafl Pemerintah hlomor 19 Tahun 2C05 tentang Stinctar Nasional pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pernerintatr Nonror 15 Tahun 2015 tentang wajib Betajar
(LembaranNegara Repubik tndonesia Tahun 2009 Nomor g0);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor g Tahun A007 tentang Starrdar
Pengelolaan Ferrdiuikan otetr sstuan pendictikan Dasar tlan Menengah;

B. Peraturan Menteri Perididikan clan Kebudayaan Nomor 5g Tahun 2012 tentang Badan
Akreditasi Sekotah;

\-



Memperhatikan

9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 
.l.ahun 

2014 tentanoPedoman pendirian perubahan oan eenuffin i;i;;r'p";;ilL;"Dl# f,]XMenengah;
'10. Surat Mendiknas No, 14,N.N/HK2OO7 tanggal 24 Januati 2OO7 tentang prioritas

Pendirian lzin Sekolah Menengah;
11. Peraturarr Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni2021 Tentang pendelegasian Wewenang dari Gubernur f"p.U, X"irf. bi*"Penanaman Modal dan pTSp untuk Menandatangani peririn"n dan Non perizinan diLingkungan pemerintah provinsi Nusa Tengg"r" iirrr;l2 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timui Nomor 41 Tahun 2o2i ranggar 07 Juri2021 tentang Tata Cara pelaksanaan Konfirmasi St"ir. W";it, pajak DalamPemberian Layanan publik Tertentu.

1. Surat permohonan Ketua Umum Badan pengurus pusat yayasan Tunas TimurKabupaten Sumba Barat Daya Nomor : ZO.^i-p-yI-,ViOt tanggat 10 September2022 lenhng permohonan lzin pendirian;

2. Rekomendasi Kepala Dinas^pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : B4Bt6SS6tpK2.3t2022langgat 20 OftoOJOZZ.
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1. Mentort pendtdtkan den Kcbudayaan Republik tndonesia di

+\
2. Gubemur Nusa T€nggam Timur di Kupang (sebagei laporan);3. wakit Gubemur Nusa T6nggrre Timu. d, Xupang (seb.gei lepor8n);4. S€kretads Daerah provlnsi Nusa Tenggara Timur di Kuparig (sebagsi taporan):5. Bupatisumba garat Dsye diTembotaka:
0. oirsktur Jonderslpc

Pondidikan dan Kobud.yaat proviDsi

SMX Komentorian pendidikan daI

ndidikan Dasar dan Menengah, Keinenbiian

Nusa Tenggg

Kobudaya

ra Timur di Kupang;

an Repubtik tndonesia diJakarta;

Paldidikan dan Kobudaysan Ropublik tndonesis di .,ekarta;7. OirEktur pembinaen

8. Kepala Dinas
9. Oinas penansman Modat dan PTSPTKT r\abupate n Sumbs Baiat Daya di Tanrbotaia,0, Xcprta Dinas PcndidikEn dan l(gbudayarn Kabufratcn Sumbs 0rrut Daya di Tarnbo11. Kood inator Pengawas Dikmen Ksbupaten Sumba Bdrat Dsya diTainboleka

laka;

P"?Effi tl",iff#:r'J,'ifl :il.?X*fi lr,'i:g'ff[..i:"Ji?.#:ffi L',"iff;"(By3lBff :g?Xn"T jr.r".",mu pensetafi uan s."i-"i- iiF5i,'l)iir'iXiril",ri,ran Aram lrerl oin

it*"?3"dil:'fB?,;"irfl51'",.*'" sebaEai pedoman untuk dirakukan proses penerimaan

lzin Operasional ini berlaku S flin
aengdn tanggar io d[i.#;dii,"l"tllyi 

'f 
'J,'J:1fl-I'l?,lTsfl?iil.?*'l e'r 2022 sampai

sekotah Menensah Atas (sMA) *os9.o{i"il"iiiJr'iii,*illt,iil"r"pr") standar NasionarPendidikan dan memenuhi berhagai t<etentuan yang uJ;[;;' 
- ,'

Keputusan ini mutai bertaku pada. 
.trngg.r oii"i.i;i-l"ng.n ketentuan akan ditinjaukembari apabira pada kemudian hari ternyita terdaprt ia,"rirr"Ji'orrarn penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Oktober 2022
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